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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur terkait pidana
bersyarat dan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dirumuskan kesepakatan bahwa
pada prinsipnya penjatuhan pidana bersyarat tidak diperbolehkan dalam tindak
pidana korupsi karena pembuat undang-undang telah menetapkan adanya pidana
minimum khusus. Dalam praktiknya masih terdapat hakim yang menjatuhkan
pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi yang sudah diancam dengan
pidana minimum khusus, sehingga putusan tersebut kemudian memunculkan
suatu disparitas pemidanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
dasar pertimbangan hakim sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam
penjatuhan hukuman pidana bersyarat pada pelaku tindak pidana korupsi yang
diancam pidana minimum khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim sehingga
menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat
dilihat dari pertimbangan hakim mengenai tingkat kesalahan terdakwa, keadaan
atau kondisi yang melingkupi terdakwa, pengembalian kerugian keuangan negara
sebagai hal yang meringankan, dan besaran nominal kerugian keuangan negara
yang disebabkan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat
dalam kedua kasus ini tidak sepenuhnya didasarkan pada kriteria dan ukuran yang
sama karena belum adanya kriteria yang jelas dalam menjatuhkan pidana
bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi. Saran dari permasalahan ini yaitu
Mahkamah Agung perlu memperbaharui SEMA Nomor 7 Tahun 2012 huruf C
angka 4 yang berisi mengenai ketentuan penjatuhan pidana bersyarat dengan
ditambahkan klausula yang lebih jelas mengenai dalam hal apa penjatuhan pidana
bersyarat dapat dilakukan dan tidak, serta dibuat kriteria yang jelas yang dapat
menjadi pertimbangan menjatuhkan pidana bersyarat.

Kata kunci : Disparitas, Pertimbangan Hakim, Pidana Bersyarat, Tindak
Pidana Korupsi, Pidana Minimum Khusus.
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ABSTRACT

Law Number 31 Year 1999 in conjunction with Law Number 20 Year 2001 on the
Eradication of Corruption does not regulate conditional punishment and in SEMA
Number 7 Year 2012 an agreement is formulated that in principle the imposition
of conditional punishment is not allowed in corruption crimes because the
legislator has stipulated a special minimum punishment. In practice, there are still
judges who impose conditional punishment in corruption cases that have been
threatened with special minimum punishment, so that the decision then creates a
disparity in punishment. The purpose of this study is to analyze the basis of the
Jjudge's consideration that causes disparity in the imposition of conditional
punishment on perpetrators of corruption crimes that are punishable by special
minimum punishment. This research uses normative legal research methods. The
result of this study are the basis of the judge s consideration that causes disparity
in the imposition of conditional punishment can be seen from the judge’
consideration regarding the level of guilt of the defendant, the circumstances or
conditions surrounding the defendant, the return of state finansial losses as a
mitigating factor, and the nominal amount of state finansial losses caused. The
judge's consideration in imposing conditional punishment in these two cases is not
fully based on the same criteria and measures because there are no clear criteria
in imposing conditional punishment in corruption cases. The suggestion from this
problem is that the Supreme Court needs to update SEMA Number 7 Year 2012
letter C number 4 which contains the provisions on the imposition of conditional
punishment by adding a clearer clause regarding in what cases conditional
punishment can be imposed and not, as well as making clear criteria that can be
taken into consideration in imposing conditional punishment.

Keywords :  Disparity, Judges Consideration, Conditional Punishment,
Corruption Crime, Special Minimum Punishment.
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